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- KEBERAGAMAN
SENGKETA TANAH

dalam pandangan teori dan praktik
sistem hukum pertanahan di Indonesia

|
I
‘ Akar konflik pertanahan secara umum adalah tumpang tindih peraturan,
regulasi kurang memadai, tumpang tindih peradilan, penyelesaian dan
‘ birokrasi yang berbelit-belit, nilai ekonomis tinggi, kesadaran masyarakat
| meningkat, tanah tetap sedangkan penduduk bertambah, dan
I kemiskinan.Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia
| dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu
permasalahan yang berkaitan dengan:
1. Pengakuan kepemilikan atas tanah;
2.Peralihan hak atas tanah;
| 3.Pembebanan hak
| 4, Pendudukan eks tanah partikelir.
|
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BAB

TINDAKAN HUKUM DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG
TINDIH (OVERLAPPING) TERKAIT HAK

ATAS SERTIFIKAT TANAH (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR : 10/G/2023/PTUN.BL)

Okta Ainita, Nanang Fahrozi Bandarsyah, Muhammad Guntur,
Riki Cahyono dan Mega Trio Kristian Ade Putra
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Sertifikat tumpang tindih (overlapping) adalah sertifikat yang
untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang
letak tanahnya bertindihan seluruhnya atau sebagiannya. Dalam
penerbitan sertifikat tanah tidak luput timbulnya permasalahan
tanah dalam hal ini sengketa tanah sertifikat tumpang tindih antara
sertifikat hak milik dengan sertifikat hak milik. Pokok permasalah
penelitian ini adalah bagaimana langkah hukum terhadap sengketa
tumpang tindih (overlapping) hak atas sertifikat tanah dan
bagaimanakah analisa yuridis terhadap sengketa tumpang tindih
sertifikat tanah pada studi Kasus Putusan Nomor
10/G/2023/PTUN.BL. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
yuridis normatif yang bersifat deskriptif analistis yaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer
maupun sekunder. Informasiinformasi terkait bahan hukum
diperoleh dari yurisprudensi dari putusan pengadilan dan
peraturan  perundang-undangan. Hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa langkah hukum jika terdapat sengketa
tumpang tindih (overlapping) hak atas sertifikat tanah antara lain
melakukan pengecekan keabsahan sertifikat di kantor pertanahan
setempat, apabila kedua sertifikat tercatat maka dapat mengajukan
pengaduan, keberatan, dan banding serta gugatan di Pengadilan
Tata Usaha Negara. Akibat hukum dari timbulnya tumpang tindih
(overlapping) kepemilikan tanah bersertifikat ditinjau dari UUPA
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Nindya Windyanti.Dalam Pertimbangan hukum Majelis Hakim
Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan
No.10/G/2023/PTUN.BL tanggal 07 Agutus 2023 telah sesuai
dengan ketentuan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok  Agraria jo. PP No0.24/1997 tentang
PendaftaranmTanah, yang dalam pertimbangannya Majelis
Hakim menyatakan tumpang tindih (overlapping) terhadap
permasalahan ini merupakan kesalahan administrasi
pertanahan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Objek
Sengketa yaitu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa
diterbitkan diatas tanah yang sudah berstatus.
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BAB ANALISIS HUKUM PROSES
PENDAFTARAN BALIK
NAMA JUAL BELI TANAH DI
BAWAH TANGAN

Igo Dwi Putra Wafi Rizqullah, Dimas Disa Pratama Dan M.
Farhan Frans Putra
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Perbuatan hukum peralihan hak milik atas tanah ialah dengan jual
beli tanah. Dalam kebiasaan praktik jual beli tanah pada saat ini
diharapkan terdapat kepastian hukum yang dapat menjamin
berlangsungnya kegiatan tersebut melalui balik nama sertitikat hak
atas tanah. Balik nama sertifikat hak atas tanah yang dilakukan
dengan cara jual beli adalah perbuatan hukum pemindahan hak
lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT
yang berwenang. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak
milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar
menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Akta jual beli
hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan
pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan, hal ini
akan berimplikasi pada kepastian hukum tentang status tanah
tersebut. Dengan demikian berarti, agar peralihan hak atas tanah,
dan khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara
secara benar, maka seorang PPAT yang akan membuat peralihan
hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas
tanah (hak milik) tersebut, dan mengenai kecakapan dan
kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan
menerima pengalihan hak atas tanah tersebut.

21



D. Daftar Pustaka

Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan
UUPA Isi dan Pelaksanaanya, Jilid ,Djembatan Jakarta

Effendi Perangin, 1994, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu
Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Jakarta :PT.
Raja Grafindo Persada,

Erza Putri, Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah.

PP No. 24 Tahun 2016. Tentang perubahan atas peraturan
pemerintah nomor 37 tahun 1998  tentang peraturan
jabatan pejabat pembuat akta tanah.

Soedharyo Soimin, Hak dan Pembebasan Tanah, (Jakarta : Sinar
Grafika 1993)

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960. Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.

29



BAB PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH
TERKAIT KEPEMILIKAN
HAK ATAS TANAH

Kemas Genico Deas Irwansyah, Septia Lestari dan Riski Adinata
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Tanah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia dan
bernegara. Tanah tidak sekedar dilihat dari aspek fisik semata
melainkan juga aspek social, budaya, politik, hukum, pertahanan,
keamanan, dan aspek hak kepemilikan. Peradaban kehidupan serta
perkembangan zaman yang semakin maju membuat nilai eknomis
dari tanah menjadikan tanah sebagai suatu aset yang berharga,
sehingga tanah dapat menjadi sebuah masalah atau sengketa yang
timbul akibat perebutan hak kepemilikannya dan rentan terjadi
konflik yang melibatkan berbagai pihak. Pendaftaran tanah perlu
dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap orang
yang menguasai dan memiliki tanah agar nantinya mempunyai
kekuatan hak didepan Hukum dan Negara. Karena itulah
pentingnya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat di atas
tanah yang dimiliki agar seseorang mempunyai dasar kepemilikan
hak atas tanah. Sertipikat juga sebagai surat tanda bukti hak atas
kepemilikan tanah seseorang. Dalam penyelesaian sengketa
kepemilikan hak atas tanah pada studi kasus ini Hakim menimbang
bahwa setelah dipelajari oleh Majelis dengan seksama gugatan
penggugat dalam perkara ini, ternyata yang menjadi pokok dari
gugatan penggugat tersebut adalah mengenai Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) yang dilakukan oleh turut tergugat Il dikarenakan
telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik. Bahwa batas- batas tanah
objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam posita gugatan
penggugat didasari pada Akta Jual Beli (AJB) Nomor 076/C.2/2000,

30



tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) yang
mana kembali dalam keadaan semula. Bahwa batas-batas
tanah objek sengketa sebagaimana yang termuat dalam
posita gugatan penggugat didasari pada Akta Jual Beli (A]JB)
Nomor 076/C.2/2000, jika dibandingkan dengan Sertipikat
Hak Milik Nomor 02262 atas nama Soeseno, jelas terdapat
perbedaaan terkait dengan batas-batas tanah yang menjadi
objek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan yang demikian adalah “gugatan
yang tidak menyebut batas obyek sengketa secara jelas”,
maka gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur
(obscuur libel), karena gugatan yang seperti ini pada
hakekatnya tidak akan bisa dieksekusi (Non Executable),
Dalam penyelesaiannya. Apabila penyelesaian melalui
Pengadilan Negeri juga tidak tercapai maka dapat
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara
yang mana memiliki kewenangan dalam membatalkan
sertifikat mana yang berhak atas tanah tersebut.
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BAB PROSES PENYELESAIAN
SENGKETA OVERLAPPING
SERTIFIKAT HAK ATAS
TANAH

Made Sera Wirantika, Risa Amalia, Yovita Silviani, dan Valen
Yovanita
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Tanah yang unik seringkali menimbulkan masalah yang unik dan
sederhana salah satu permasalahan yang berdimensi hukum adalah
sengketa tanah dan dapat menyelesaikan sengketa pertanahan di
luar pengadilan. Salah satu contoh persoalan sengketa tanah berupa
Overlapping yang diselesaikan melalui di luar pengadilan adalah
Badan Pertanahan Nasional. Overlapping atau tumpang tindih atas
satu bidang tanah yang sama, maka salah satu harus dibatalkan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab
terjadinya overlapping, penyelesaian kasus overlapping yang
terjadi serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah
terjadinya overlapping. Metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan yuridis normative. Salah satu contoh persoalan
sengketa tanah berupa Overlapping yang diselesaikan melalui di
luar pengadilan adalah Badan Pertanahan Nasional. Salah satu
Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta dalam menyelesaikan
kasus sengketa tanah berupa Overlapping menerapkan sistem
mediasi bersifat win-win solution. Yang mengedepankan sistem
musyawarah yang mampu mencerminkan kepentingan para pihak
yang terlibat sengketa
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mediasi, dan arbitrase. Mediasi di luar pengadilan pada
sengketa pertanahan umumnya dilakukan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) sebagai mediatornya. Penyelesaian
sengketa yang melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan
mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum dan/atau
Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan pada
Pengadilan Umum yaitu Pengadilan Perdata adalah gugatan
yang sifatnya melanggar hak-hak keperdataan dari suatu
sengketa pertanahan. Sedangkan, gugatan yang diajukan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan jenis gugatan yang
ditujukan untuk membatalkan suatu Keputusan Tata Usaha
Negara yang dalam hal ini ialah sertifikat hak atas tanah.
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PERAN BADAN
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Devira dan Masayu Nirmala Sukma
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Peran Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam hal
penyelesaian  sengketa  bermasalah ialah mengupayakan
penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi (non litigasi). Kantor
Pertanahan Kota Bandar Lampung mengkaji permasalahan,
melakukan koordinasi serta pelaporan berkala kepada Badan
Pertanahan Nasional Prov. Permasalahan agraria menjadi salah
satu isu penting yang diperbincangkan saat ini. Mengingat semakin
banyaknya kasus-kasus sengketa, perkara dan konflik yang
menyangkut agraria. Namun, permasalahan mengenai agraria
sejatinya bukanlah merupakan hal yang baru di Indonesia. Sudah
sejak lama bahkan sudah semenjak masa kolonial, masalah
perebutan lahan telah terjadi antara kelompok petani dengan
pemerintah maupun antara kelompok petani dengan pengusaha
swasta.Pada masa kolonial, permasalahan agraria terjadi sebagai
akibat dari dibentuknya Undang-Undang Kolonial Belanda pada
tahun 1870. Permasalahan ini berkisar pada mulai munculnya
perkebunan-perkebunan besar yang dampaknya kemudian mulai
menggusur lahan pertanian milik warga yang diyakini warga
sebagailahan/tanah adat. Adapun tujuan/maksud politik Undang-
Undang Agraria Kolonial bentukan pemerintah Belanda pada
jaman dahulu yang dijelmakan dalam Agrarische Wet yaitu
memberikan kesempatan kepada pihak swasta (asing) untuk
mendapatkan bidang tanah yang luas dari pemerintah pada waktu
yang cukup lama dengan menyerahkan uang sewa (canon) yang
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BAB TINJAUAN HUKUM ATAS
SENGKETA AGRARIA ANTARA
MASYARAKAT DESA CIKARET

DAN PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA VIII

Andre Agape Lumban Gaol, Igbal Al Rauda, Ariya Rama Cahya
dan Rangga Purnama
Fakutas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Konflik agraria merupakan salah satu masalah sosial yang
kompleks dan telah lama terjadi di Indonesia. Konflik ini dapat
disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketimpangan kepemilikan
tanah, ketidakjelasan status kepemilikan tanah, dan pelanggaran
hak-hak masyarakat atas tanah. Salah satu contoh konflik agraria
yang terjadi di Indonesia adalah konflik antara masyarakat Desa
Cikaret, Kabupaten Bogor, dengan PT. Perkebunan Nusantara VIIL
Konflik ini bermula dari adanya dugaan penyerobotan lahan oleh
PT. Perkebunan Nusantara VIII. Masyarakat Desa Cikaret
mengklaim bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat mereka,
sedangkan PT. Perkebunan Nusantara VIII mengklaim bahwa lahan
tersebut merupakan milik negara yang diberikan kepada mereka
melalui Hak Guna Usaha (HGU). Konflik ini telah berlangsung
selama Dbertahun-tahun dan belum ada penyelesaian yang
memuaskan kedua belah pihak. Konflik ini telah menimbulkan
berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat Desa Cikaret
maupun bagi PT. Perkebunan Nusantara VIIL
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diharapkan dimasa yang mendatang. Sehingga dapat
menjadikan antar pihak yang bersengketa mempunyai
wewenang saat mengambil keputusan dengan didampingi
mediator guna mewujudkan kesepakatan bersama yang bersifat
damai dan adil serta menghasilkan win-win solution antar
kedua belah pihak. Konflik agraria antara masyarakat Desa
Cikaret dan PT. Perkebunan Nusantara VIII merupakan salah
satu contoh konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Konflik ini
telah berlangsung selama bertahun-tahun dan belum ada
penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Konflik ini
telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi
masyarakat Desa Cikaret maupun bagi PT. Perkebunan
Nusantara VIII. Untuk menyelesaikan konflik agraria ini,
diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik dari pemerintah,
masyarakat, maupun perusahaan. Pemerintah perlu melakukan
penegakan hukum dan peraturan pertanahan yang tegas.
Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan hak-hak
mereka atas tanah. Perusahaan perlu menghormati hak-hak
masyarakat atas tanah.?¢
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BAB PENYELESAIAN SENGKETA
PERBUATAN MELAWAN
HUKUM ATAS OBJEK HAK
MILIK ATAS TANAH

Dhea Amalya Fatikha dan Ahmad Mahardika
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di
Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan
perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang
atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, beberapa
bentuk konkrit dari tindakan penyerobotan tanah, antara lain
mencuri, merampas, menduduki atau menempati tanah atau rumah
secara fisik yang merupakan milik sah orang lain, mengklaim hak
milik secara diam-diam, melakukan pematokan atau pemagaran
secara ilegal, melakukan penggarapan tanah, melakukan penjualan
suatu hak atas tanah, dan menggusur atau mengusir secara paksa
pemilik tanah sebenarnya. Tindakan penyerobotan tanah secara
tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat
digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang
disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan
penyerobotan atas tanah milik orang. Didalam Pasal 1365 dan Pasal
1366 KUHPer karena bisa dilihat dalam kasus penyerobotan tanah
ada pihak yang dirugikan dan memerlukan ganti rugi atas kerugian
yang di alami pihak tersebut.
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D. Penutup

1. Bahwa mekanisme berperkara yang terlalu lama secara
perdata dapat membuat pemilik tanah merasa kepastian
hukum yang ada di negara Indonesia belum menjamin
penguasaan hak atas tanahnya terlindungi dengan pasti,
disisi lain pelaku penyerobot lahan pertanahan masih dapat
menikmati hak penguasaan tanah yang didudukinya
sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, barulah pemilik tanah dapat mengajukan
permohonan eksekusi melalui pengadilan. Dan putusan
pengadilan secara perdata tidak bisa menghukum pelaku
penyerobot lahan pertanahan dikarenakan putusan
peradilan perdata hanya menjamin kepemilikan tanah si
penggugat.

2. Dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 812), M. Yahya
Harahap, menyebutkan bahwa bila pengqugat dianggap tidak

berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus
ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya
adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu
gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya bahwa
tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang
disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak.?’
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MENGENAI KEPEMILIKAN HAK
ATAS TANAH
(Studi Putusan Nomor Nomor
18/Pdt.G/2018/Pn Nab)

Muhammad Zahien Akb, dan Irma Wati Pasaribu
Universitas Bandar Lampung Fakultas Hukum

Bab ini berisi mengenai Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN
Nab oleh Pengadilan Negeri Nabire menangani perkara Perdata
antara Silvia Anggriani sebagai Penggugat dan Ratna serta Suwarto
sebagai Tergugat I dan II. Penggugat memiliki dua bidang tanah di
Nabire, yang diklaim oleh Tergugat I dan II. Gugatan diajukan pada
21 Juni 2018, menyatakan bahwa Tergugat I dan II melakukan
perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan membangun
rumah di atas tanah Penggugat. Meskipun telah berupaya
menyelesaikan sengketa, Penggugat tidak memperoleh hasil,
sehingga memutuskan menempubh jalur hukum.

Pengadilan menilai bahwa Penggugat sah sebagai pemilik
tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1035 dan 1033. Tergugat I
dan II dihukum mengosongkan dan mengembalikan tanah kepada
Penggugat, serta dilarang melakukan aktivitas apapun di atas tanah
tersebut. Situasi ini dianggap melawan hukum dan menyebabkan
kerugian materil sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Selain itu, Tergugat I dan II diwajibkan membayar uang paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari
keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Tergugat I menyampaikan eksepsi, menyebutkan
bahwa gugatan kabur karena waktu berlalu sejak sertifikat
diterbitkan. Namun, Pengadilan menolak eksepsi tersebut,
menyatakan gugatan Penggugat jelas dan tidak kabur. Eksepsi
terhadap pihak M. Loukaki juga ditolak, karena Penggugat hanya
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pertama subyek hukumnya hanya warganegara Indonesia
yang dapat mempunyai hak milik sesuai dengan pasal 21
UUPA dan beretikad baik terhadap tanah kosong, obyek
hukumnya yaitu tanah kosong yang tidak pernah dihaki
sebelumnya, dan syaratnya yang membuka tanah kosong
telah membuka atau menggarap tanah kosong tersebut men
jadi produktif selama 20 tahun. Kemudian tanah kosong
tersebut harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang
perwakilan dari pemerintah atau penguasa demi
mendapatkan kepastian hukum dan kepastian hak, dengan
diterbitnya sertipikat hak milik atas tanah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.

. Kepemilikan hak atas tanah bagi yang membuka atau

menggarap tanah kosong menurut Hukum Islam disebut
juga dengan ihya al-ma wat yaitu dari subyek hukumnya
para ulama berbeda pendapat, menurut Imam Syafi'i yang
membuka atau menggarap tanah kosong hanya
diperuntukan bagi umat muslim saja sedangkan Imam
Hanafi bebas bagi individu manusia, dari obyek Islam hanya
memerlukan penantian selama 3 tahun utuk mendapatkan
pengakuan hak milik. Pendaftaran atau peri jinan dari
pemerintah di haruskan oleh UUPA untuk mendapatkan hak
milik, sedangkan menurut hukum islam tidak waib iin atau
daftar kepada pemerintah atau penguasa.

D. Daftar Pustaka

112

ASRORI, AHMAD SAIHUL (2019) Perbuatan Melanggar

Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain
(Analisis Putusan Nomor 79/PDT.G/2014 PN. SELONG).
S1 thesis, Universitas Mataram.

file:/ / /C:/Users/HP/Downloads/putusan_18_pdt.g 2018_pn
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Sari, Destia Priska (2017) Tinjauan Yuridis Perkara Perdata
Nomor 617 K/Pdt/2010 Tentang Penyerobotan Tanah
Wakaf (Studi Kasus). Other thesis, Universitas Islam Riau.
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BAB | PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMEGANG HAK
MILIK ATAS TANAH YANG
DIALIHFUNGSIKAN SEBAGAI
JALAN RAYA

Gani Hamaminata, Rizki Rizaldi, Soca Ahmad dan Haris Miftah
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Pengadaan tanah merupakan kegiatan mendapatkan tanah yang
ditunjukan bagi pembangunan untuk masyarakat pada umumnya
yang melibatkan tanahnya, yang diimbangi dengan ganti rugi dari
pemerintah. Pemegang hak milik atas tanah harus mendapatkan
perlindungan hukum, karena hak-hak yang dimiliki oleh
masyarakat harus dapat dilindungi sehingga masyarakat
mendapatkan kepastian hukum. Sehingga rumusan masalah yang
digunakan adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap
pemegang hak milik atas tanah yang digunakan untuk kepentingan
umum pembuatan jalan raya? 2) Bagaimana upaya Pemerintah
terhadap pelepasan hak milik atas tanah yang digunakan untuk
kepentingan umum pembuatan jalan raya? Metode penelitian
hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukkan dengan disertakanya imbalan ganti kerugian yang
layak dan adil didasarkan atas musyawarah, serta masyarakat
dapat mengajukan keberatan terhadap bentuk dan atau besarnya
ganti rugi yang diserahkan oleh pemerintah ke Pengadilan Negeri
setempat bagi pemegang hak milik atas tanah dalam rangka
mendapatkan perlindungan hukum. Bentuk upaya pemerintah
dalam melepaskan kepemilikan hak suatu tanah masyarakat yaitu
uang yang dijadikan imbalan ganti kerugian dapat diserahkan
sementara pada Pengadilan dan bagi masyarakat yang mau
menyerahkan tanahnya tanpa adanya keberatan maka masyarakat
tersebut berhak mendapatkan insentif perpajakan. Insentif
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B AB TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN
SENGKETA PENCABUTAN SERTIFIKAT

HAK MILIK
(Studi putusan Nomor 12/G/2023/PTUN.BL)

Deni JuliYanto, Juan Fernando, dan M. Dioluvans Virnanda
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Penyelesaian sengketa pencabutan sertifikat hak milik tanah atas
gugatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis
normatif yang bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab
terkait sengketa terhadap pencabutan sertifikat hak milik dan
bagaimana pertimbangan Hakim terhadap penyelesaian sengketa
terhadap pencabutan sertifikat hak milik. Hasil dari penelitian ini
yaitu mengabulkan gugatan penggugat sepenuhnya serta
pencabutan sertifikat hak milik.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara agraris. Agraris artinya
masyarakatnya harus memiliki tanah. Karena sebagian besar
rakyat NKRI kehidupan bergantung pada tanah, 0 seperti
pertanahan. Lahan pertanahan mempunyai fungsi utama
contohnya sebagai tempat tinggal yang harus dijaga dan di
perhatikan sertifikat kepemilikanya agar tidak terjadi sengketa,
Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan
manusia karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup
sampai dengan meninggal dunia. Pentingnya tanah bagi
kehidupan manusia dan suatu Negara dibuktikan dengan
diaturnya secara konstitusional dalam Undang-undang Dasar
1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang

40 Recca Ayu Hapsari, Vindria Shafa Clarissha, Nada Alia Husna, M. Argo Renaldo,
2020. Implementasi Reforma Agraria pada Masa Orde Lama dan Reformasi. Wajah Hukum,
Univ
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B AB PENCABUTAN SERTFIKAT HAK MILIK
ATAS TANAH KARENA KESALAHAN

PROSEDUR DAN DATA FISIK
(Studi Putusan Nomor 226 K/TUN/2023)
Ananda Putricia, Zaskia Hanyfah, dan Lucky Arijano Augusta
Putra

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Pelayanan kepentingan rakyat atas sertifikat hak milik tidak
terjalankan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, terlihat
pada Putusan Nomor: 226 K/ TUN /2023, yang mana objek sengketa
yang digugat ialah surat keputusan kepala kantor pertanahan
kabupaten Bandung tentang adanya penerbitan sertipikat hak milik
dengan luas. 8.873 meter persegi. Oleh karena itu penulis dengan
ini merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, antara lain bagaimana
penegakan hukum administrasi negara terhadap putusan TUN?
Dan Apa konflik kenapa terjadinya pencabutan sertifikat?
Penelitian pada jurnal ilmiah ini akan dilaksanakan dengan
menggunakan metode penelitian normatif, dengan cara melakukan
pengumpulan data dan menelaah bahan pustaka atau data
sekunder seperti sumber buku dan dokumen penelitian seperti
buku, jurnal ilmiah, artikel dan literatur lainnya untuk membahas
topik yang diangkat. Hasil penelitian ialah terjadi penyalahgunaan
oleh pejabat pembuat akta tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Bandung, yang terlihat di pertimbangan hakim yang dalam
mencabut sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh tergugat atau
pemohon kasasi selaku kantor pertanahan dengan tetap
menganggap tidak sahnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 05766/ Desa Cipagalo, tanggal
18-08-2021, Surat Ukur Nomor 03726/Cipagalo/2021, tanggal
07/05/2021, dengan luas 8.873 meter persegi. Bentuk penegakan
hukum dengan telah dilakukannya oleh pengadilan tata usaha,
yang mana pihak majelis hakim mencabut surat sertifikat hak milik.
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03726/ Cipagalo/2021, tanggal 07/05/2021, dengan luas
8.873 meter persegi.

2. Bentuk penegakan hukum terhadap penerbitan sertifikat
tanah pada kasus sengketa tanah pada putusan Nomor
226/K/TUN/2023, telah dilakukan oleh pengadilan tata
usaha, yang mana penegakan hukum tersebut dilakukan
dengan cara pihak majelis hakim mencabut surat sertifikat
hak milik. Adanya tindakan dari tergugat tersebut untuk
menerbitkan suatu obyek sengkta yang berupa sertifikat hak
milik di Desa Cipagalo yang luasnya sebesar Luas 8.873 meter
persegi, telah mengandung cacat hukum administrasi yaitu
kesalahan prosedur dan data fisik tidak benar pada tingkat
pertama sampai tingkat kasasi di Pengadilan Tata Usaha
Negara.
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B AB PENYELESATIAN SENGKETA
PEMBATALAN SURAT HAK GUNA
DIATAS TANAH ADAT BERDASARKAN
1 2 ( Studi Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL)

Agnes Oktapia, Mirtha Tirta Praharani, dan Muhammad Alif
Atasyah
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Bab ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang
pengaturan Hak Guna Usaha di Indonesia, serta untuk mengetahui
dan menganalisis tentang Putusan Nomor 17/G/2023/PTUN.BL.
Hak guna usaha ialah salah satu hak atas tanah yang masa
berlakunya terbatas untuk jangka waktu tertentu yang
membutuhkan kejelasan, tentang persyaratan perolehannya, tata
cara pemberian, perpanjangan jangka diatasnya sesudah habis
jangka waktunya. Di dalam pelaksanaan izin hak guna usaha sering
terjadi permasalahan hukum yang dinilai tidak bersesuaian dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik ataupun menyalahi
peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan
akibat hukum atas keputusan yang dinilai sangat merugikan bagi
pemohon hak guna usaha dan menjadi sengketa tata usaha negara
antara pemohon dan instansi yang mengeluarkan izin
perpanjangan serta pemerintahan daerah setempat sekitaran lahan
hak guna usaha.
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sengketa tersebut dinyatakan cacat. Berdasarkan kronologi
perkara ini, timbul akibat adanya pembangunan Bedungan
Gerak Jabung yang mengakibatkan adanya persengketaan
perkara ini. Maka dari itu, penggugat melakukan upaya hukum
untuk mendapatkan dan mempertahankan hak-haknya dengan
meminta ganti rugi terhadap pemerintah Lampung.
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B AB MODEL PENGELOLAAN HUTAN ADAT
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012

TENTANG HAK ULAYAT
MASYARAKAT ADAT

Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Mutiara Amanda dan Nabila Putri
Komala Sari
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Sengketa tanah adalah perselisihan atau konflik yang terjadi antara
dua atau lebih pihak terkait kepemilikan, penggunaan, atau hak-
hak terkait dengan sebidang atau sejumlah tanah. Penelitian ini
bertujuan untuk memahami dan menggali lebih dalam tentang
keberagaman sistem hukum pertanahan di Indonesia, termasuk
pengakuan dan perlindungan hak-hak adat dalam konteks
kepemilikan tanah. Hal ini penting untuk mengidentifikasi
perbedaan dan kesamaan di antara sistem hukum yang berbeda dan
bagaimana hal ini memengaruhi sengketa tanah. Hasil dari
penelitian ini yaitu dalam praktik, penyelesaian sengketa tanah
tidak hanya dilakukan melalui Pengadilan Negeri (PN), namun juga
melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), bahkan tidak
jarang penyelesaian sengketa tanah merambah ke wilayah hukum
pidana karena dalam sengketa tersebut terkandung unsur-unsur
pidana. Meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah membawa
dampak meningkatnya jumlah sengketa tanah yang terjadi di
Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
X/2012 mencerminkan pengakuan penting terhadap keberagaman
dalam penyelesaian sengketa tanah terhadap masyarakat hukum
adat.
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membawa dampak meningkatnya jumlah sengketa tanah yang
terjadi di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-X/2012 memiliki implikasi yang signifikan terhadap
sengketa tanah di Indonesia. Keputusan ini mencerminkan
Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap
Masyarakat Hukum Adat. Dalam prakteknya, Indonesia
memiliki sistem pertanahan yang kompleks dan beragam,
mencakup berbagai bentuk kepemilikan tanah, seperti hak milik
(hak atas tanah), hak guna usaha (HGU), hak pakai, dan hak
sewa.
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BAB
SENGKETA TANAH

MAGERSARI
1 4 (Studi Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK)

Dian Aulia,, Tarisya Arliani Munandar, Anisa farras Azmii,
Denaya Syabilla,
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Bab ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sengketa
tanah di JI. Suryowijayan No. 20 RT 23/RW 07 Kelurahan
Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, DIY sebagaimana yang
tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.1402/Gdk
seluas 413 m2. Tanah mempunyai arti penting baik dari aspek
ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan tanah terkadang mempunyai
makna magis bagi masyarakat tertentu, khususnya masyarakat
adat. Objek kajian adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
Nomor 74/PDT.G/2009/PN.YK. Hasil kajian menunjukkan
bahwa isi putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan bagi
para pihak.

A. Pendahuluan

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan
memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Laju
pertumbuhan penduduk terus bertambah sehingga menjadikan
kebutuhan atas tanah mengalami peningkatan yang signifikan.
Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang
multidimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah merupakan
sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan.
Kedua, secara politis, tanah dapat menentukan posisi seseorang
dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai
kapital budaya yang dapat menentukan tinggi rendahnya status
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B AB KAJIAN HUKUM TERHADAP BALIK
NAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

TANAH DI BANDAR LAMPUNG
(Studi Putusan Nomor 161/pdt.G/2020/PN Prp)

Angela Merici, SAlsabila Mindari, Ahmad Qunaifi, dan Yoga
Pratama
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Tanah merupakan salah satu unsur yang mendukung kehidupan
setiap mahluk hidup dibumi berdasarkan peraturan pemerintah
dijelaskan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar Republik
Indonesia tahun 1945 yang menjelaskan bahwa bumi, air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanah merupakan salah satu unsur penting bagi kehidupan
berbangsa dan bernegara yaitu negara wajib memiliki wilayah.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berorientasi kepada
kesejahteraan umum yang wajib memberikan kesejahtraan bagi
setiap warga negaranya karena NKRI konsep kesejahtraan biasa di
sebut welfare state yang sesuai dalam undang-undang Republik
Indonesia Tahun 1945. Permasalahan tanah sering terjadi di seluruh
wilayah Indonesia dan dari tahun-ketahun terjadi peningkatan
banyak nya permasalahan tanah yang timbul pada wilayah
perkotaaan ataupun pedesaan.

Permasalahan tanah sering kali menjadi pembahasan karena
permasalahan tanah yang perlu dapat perlu kita kaji secara
mendalam serta akurat terkait kebijakan peraturan yang mengatur
perihal tanah. Perbuatan melawan hukum seperti salah satunya
adalah Studi Putusan Nomor 161/pdt.G/2020/PN Prp yang
dimana hakim mengadili menyatakan gugatan penggugat
dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya tergugat ( Verstek ),
menyatakan sah jual beli tanah pertanian sebagaimana sertifikat
hak milik Nomor 01277/Desa Kota Raya atas nama Samin yang
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pertanahan sebagai dilema kronis, bersifat klasik, dan dapat
berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, bahkan
bertahun-tahun atau puluhan tahun, serta terjadi pada aneka
macam kawasan. contoh nyata yang disebutkan dalam
pemaparan ialah konkurensi tanah pada Studi Putusan Nomor
161/pdt.G/2020/PN Prp yang dimana hakim mengadili,
menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian dengan
tanpa hadirnya tergugat ( Verstek ), menyatakan sah jual beli
tanah pertanian sebagaimana sertifikat hak milik Nomor
01277/Desa Kota Raya atas nama Samin yang dilakukan
penggugat dan tergugat pada Tahun 2000, menetapkan
penggugat untuk bertindak selaku penerima kuasa dari tergugat
dalam hal menandatangani akta jual beli yang dibuat oleh dan
dihadapan pejabat pembuat akta tanah, serta menghukum
penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara
sampai dengan saat ini ditaksir sejumlah Rp. 746.000,00,- ( Tujuh
Empat Puluh Enam Ribu Rupiah ) dan menolak penggugat
untuk selain selebihnya.
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B AB TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN
SENGKETA TERHADAP PEMEGANG
HAK ATAS PEMBATALAN SERTIFIKAT
1 (Studi putusan Nomor 4/PDT/2023/PT.PLG)

Rizki Namira, Dina Meliyana, Silviana Sari, Keren Mawar
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Penyelesaian sengketa terhadap pemegang hak atas pembatalan
sertifikat tanah terjadi karena ketiadaan akte resmi pembelian atau
kelengkapan dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum
yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui apa faktor
penyebab terkait sengketa terhadap pemegang hak atas pembatalan
sertifikat dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap
penyelesaian sengketa terhadap pemegang hak atas pembatalan
sertifikat. Hasil dari penelitian ini yaitu Tanah seluas 8.504 m?
(delapan ribu lima ratus empat meter persegi) dengan SHM atas
nama Hj. Saminah Nomor 0022 Surat Ukur Nomor
06/Jatimulyo/2012 dan tanah seluas 2.931 m (dua ribu sembilan
ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan SHM atas nama
Margono Non.or 0021 Surat Ukur Nomor 05/]Jatimulyo/2012 yang
terletak di Desa Jati Mulyo I Rt. 009 Rw. 004 Kecamatan Belitang
Madang Raya Kabupaten OKU Timur Sumatera Selatan adalah
Milik Penggugat 1 Pujo Wiyatno Bin Joyo Pawiro. Serta Sertifikat
Hak Milik atas nama Hj. Saminah Nomor 0022 Surat Ukur Nomor
06/Jatimulyo/2012 dan SHM atas nama Margono Nomor 0021
Surat Ukur Nomor 05/Jatimulyo/2012 adalah tidak berkekuatan
hukum.
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Saran

Agar menghindari potensi sengketa di kemudian hari
terkait kepemilikan tanah, sangat disarankan bagi calon pembeli
tanah untuk memperhatikan kelengkapan surat menyurat,
khususnya akte pembelian tanah.
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BAB
TINJAUAN HUKUM ATAS HAK

MILIK ATAS TANAH MENURUT
1 ; UU POKOK AGRARIA

Nadya Shahnaz Gabriella, Ardinia Awanis Shabrina dan Akbar
Ramadhan Gumas
Fakutas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Bab ini membahas tentang pengaturan mengenai hak milik atas
tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan
studi kepustakaan. Pemerintah sebagai pelaksana dari kekuasaan
negara mempunyai peran menyusun suatu peraturan tentang
pertanahan  dan  dibentuklah  Undang-Undang  Pokok
Agraria/UUPA (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Hak-hak
individu atas tanah mendapat pengakuan dari UUPA seperti Hak
Milik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Wakaf
dan Hak-Hak Jaminan atas tanah. Jadi jelas bahwa sistem hukum
pertanahan Indonesia memang didasarkan pada nilai-nilai luhur
bangsa Indonesia itu sendiri seperti kebersamaan, keadilan,
kemakmuran serta kekeluargaan dalam penguasaan dan
pemanfaatan tanah.

A. Pendahuluan

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, yang mana
keberadaannya telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar
1945. Tanah merupakan sebuah karunia yang diberikan oleh
Tuhan Yang Maha Esa. Tanah adalah sumber daya alam yang
mendukung kehidupan manusia. Selain nilai ekonomi tanah ini
juga memiliki fungsi sosial, seperti mengorbankan kepentingan
pribadi darat untuk mewujudkan kepentingan publik.® Setiap

% Maghfiroh.M.A, Najicha.F. “Legal Basis For Taking The Land Owned And
Compensation For The Affected Land”, UNTAG Law Review, Vol.5, 2021.
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C. Simpulan

1. Sistem pertanahan di Indonesia mengacu kepada Undang-
Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960. Undang-Undang ini menjelaskan bahwa hukum
tanah di Indonesia bersifat Unifikasi. Artinya, seluruh
permasalahan, status, serta dasar hukum tanah yang ada di
Indonesia harus merujuk pada UUPA No.5 Tahun 1960.
Tujuan dari UUPA ini adalah proyek Nasionalisasi tanah di
Indonesia. Agar tanah memang dimiliki dan dinikmati benar
oleh warga negara Indonesia, sehingga warga negara asing
tidak mempunyai hak akan tanah di Indonesia kecuali Hak
Pakai. Adapun tujuan diundangkannya UUPA adalah demi
kepentingan rakyat Indonesia sendiri untuk mendapatkan
keadilan, kebahagiaan dan kemakmuran di bidang
pertanahan dan juga memberikan kepastian hukum akan
hak-hak atas tanah apa yang boleh dikuasai oleh negara,
rakyat dan masyarakat hukum adat di Indonesia.

2. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) UUPA termuat
beberapa peraturan perolehan hak milik meliputi
perseorangan dan badan hukum. Perseorangan ialah warga
negara Indonesia yang mempunyai hak milik sedangkan
badan hukum pada dasarnya tidak dapat mempunyai hak
milik atas tanah terkecuali badan-badan hukum yang
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963.
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B AB PROSES PERALITHAN HAK
KEPEMILIKAN ATAS TANAH TANPA
ADANYA AKTA JUAL BELI (AJB)
1 (Studi Putusan Nomor : 46/Pdt.G/2023/PN Tim)

Ria Ermina Purba dan Intan Permata Sari
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Indonesia

Hak milik atas suatu tanah dapat beralih kepada pembeli jika telah
dilakukan penyerahan hak yang wajib diselenggarakan dengan
membuat akta autentik di hadapan PPAT yang diangkat oleh
pemerintah sesuai dengan bunyi pasal 37 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,
Namun Meskipun begitu masih banyak aktivitas jual beli tanah
yang dilakukan di bawah tangan tanpa adanya PPAT atau pejabat
pembuat akta tanah yang pastinya dapat membahayakan bahkan
berpotensi mendatangkan masalah di masa depan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peralihan hak
kepemilikan atas tanah karena jual beli di bawah tangan
berdasarkan studi putusan nomor 46/pdt.G/2023/PN Tim dan
Apa dasar hukum tentang peralihan hak kepemilikan atas tanah
karena jual beli di bawah tangan berdasarkan studi putusan Nomor
46/Pdt.G/2023/PN Tim. penelitian ini menggunakan penelitian
hukum yuridis normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak akibat hukum jual
beli tanah di bawah tangan misalnya dasar hukumnya lemah.
Dalam hukum pengubahan nama pemilik perlu melewati PPAT
tetapi bisa digunakan hanya sebagai bukti ketika ada sengketa. Dari
segi kekuatan hukum masih terbilang kurang baik. Terlebih untuk
pembuktian, maka tergolong belum sempurna secara otentik tidak
lain berpengaruh cukup besar terhadap kepastian hukumnya dalam
pengadilan. Pada proses penjualan atau pembelian harus
dilengkapi dengan pembuatan AJB yang dapat dilakukan sendiri
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Maka dari itu, dalam melaksanakan transaksi jual beli,
pihak penjual dan pembeli harus datang menghadap bersama-
sama ke kantor PPAT, untuk kemudian membuat Akta Jual Beli
Tanah. PPAT adalah Pejabat umum yang dianggap oleh Kepala
BPN (Badan Pertanahan Nasional), yang mempunyai
kewenangan untuk membuat akta peralihan hak atas tanah,
termasuk akta jual beli tanah. Apabila transaksi jual beli tanah
terjadi di daerah yang belum/ masih jarang terdapat Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka dapat menghadap ke Camat
dalam jabatan dan kapasitasnya selaku PPAT sementara.

Hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pihak
pembeli tanah adalah, bahwa PPAT yang akan diminta
membuat akta perjanjian jual beli tanah adalah, PPAT yang
berada dalam wilayah kedudukan dan kewenangannya yang
meliputi daerah keberadaan tanah yang dijadikan sebagai obyek
transaksi jual beli tersebut. Proses jual beli tanah jika dibuat
dihadapan notaris memiliki kekuatan hukum, maka sebaiknya
proses jual beli tanah di bawah tangan tidak perlu dilakukan,
karena apabila melihat akibat hukumnya di kemudian hari.
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BAB AKIBAT HUKUM ATAS TERBITNYA
SERTIFIKAT TUMPANG TINDIH

LAHAN (OVERLAPPING) DALAM
PROSES PENDAFTARAN TANAH.

Bagas Satria Wijaya, Erlangga Adnus, dan Alfin Sanjaya.
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

akibat hukum yang muncul akibat terbitnya sertifikat tumpang
tindih lahan, yang biasa dikenal sebagai overlapping, dalam proses
pendaftaran tanah. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat
menciptakan ketidakpastian dan konflik kepemilikan tanah.
Melalui pendekatan hukum, penelitian ini menyelidiki implikasi
hukum dari sertifikat tumpang tindih dan mengeksplorasi
dampaknya terhadap hak kepemilikan tanah yang bersangkutan.
Analisis ini mencakup perspektif regulasi tanah, ketentuan hukum
yang relevan, dan potensi penyelesaian konflik. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi
praktisi hukum, pemegang kebijakan, dan pihak yang terlibat
dalam administrasi tanah untuk mengatasi tantangan dan
merancang langkah-langkah pemecahan yang efektif dalam kasus
overlapping sertifikat tanah.

A. Pendahuluan

Sengketa pertanahan yang melibatkan overlapping,
menjadi semakin kompleks dan menjadi tantangan dalam
bidang hukum real estate di Indonesia, namun fenomena ini
dipengaruhi juga dengan adanya perubahan kebijakan
pemerintah mengenai kepemilikan tanah, tidak jelasnya batas-
batas properti, pertanahan, termasuk ketidakakuratan
pengelolaan. Sengketa tanah ini sering kali menimbulkan
dampak sosial, ekonomi, dan hukum yang signifikan serta
menimbulkan tantangan besar bagi pemilik lahan, pemerintah,
dan masyarakat.
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pengawasan pendaftaran tanah, regulasi kepemilikan tanah,
kapasitas lembaga, dan kerjasama antarinstansi. Penelitian ini
memberikan kontribusi penting bagi pemahaman mendalam
tentang sengketa tanah sertifikat ganda dari perspektif hukum.
Implikasi temuan ini dapat memberikan arahan bagi pembuat
kebijakan, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan untuk
mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menangani
sengketa serupa di masa depan. Melalui perbaikan sistem
hukum dan koordinasi yang lebih baik, diharapkan dapat
tercipta lingkungan hukum yang lebih adil dan responsif
terhadap tantangan yang muncul dalam kasus sengketa tanah
sertifikat ganda.
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